
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim 

 Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim yang terletak di Jl. 

Pahlawan 110, Surabaya 60174 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Menurut Perda 

tahun 2010 nomor 7 pasal 1, adalah perubahan dari Perda tahun 2008 nomor 8 

pasal 4 mengenai struktur organisasi dalam Sekretariat Daerah sebagai berikut :  

1. Sekretariat Daerah membawahi Asisten Kesejahteraan Masyarakat. 

2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat membawahi Biro Administrasi 

Kemasyarakatan.  

3. Biro Administrasi Kemasyarakatan, membawahi : 

3.1. Bagian Agama, membawahi : 

3.1.1. Sub Bagian Sarana Agama;  

3.1.2. Sub Bagian Kelembagaan Agama;  

3.1.3. Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama. 

3.2. Bagian Pendidikan, membawahi :  

3.2.1. Sub Bagian Pendidikan Sekolah;  

3.2.2. Sub Bagian Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Khusus;  

3.2.3. Sub Bagian Sarana Pendidikan. 

3.3. Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, membawahi:  

3.3.1. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;  

3.3.2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
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3.3.3. Sub Bagian Tata Usaha Biro. 

3.4. Bagian Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi:  

3.4.1. Sub Bagian Nilai-Nilai Budaya dan Sarana Kebudayaan;  

3.4.2. Sub Bagian Kesenian dan Perfilman;  

3.4.3. Sub Bagian Pariwisata. 

 Menurut Pergub tahun 2011 nomor 16 pasal 136, Biro Administrasi 

Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,   pemantauan   dan   evaluasi   

program   kegiatan   dan penyelenggaraan   pembinaan,   administrasi   dan   

sumber   daya   di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, 

pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta 

keluarga berencana.  

 Menurut Pergub tahun 2011 nomor 16 pasal 137 juga menyebutkan 

bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 136, Biro 

Administrasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan   penyiapan   perumusan   kebijakan   di   bidang administrasi 

kemasyarakatan. 

b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk   

teknis   pelaksanaan   di   bidang   agama,   pendidikan, kebudayaan dan 

pariwisata, pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak serta keluarga berencana. 

c.  Pelaksanaan   monitoring   dan   evaluasi   penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, 
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pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta 

keluarga berencana; 

d. Pelaksanaan   pembinaan   administrasi   pemerintahan   dan pembangunan 

serta sumber daya aparatur di bidang administrasi kemasyarakatan.  

e. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Asisten.  

  Setiap melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, biro ini melakukan 

pengadaan barang jasa, mulai dari perencanaan sampai dengan diperolehnya 

barang/jasa sesuai dengan kebutuhan biro. 

2.2  Administrasi 

Administrasi berdasarkan etimologis (asal kata) bersumber dari bahasa 

latin yang terdiri dari ad + ministrate, yang secara operasional berarti melayani, 

membantu, dan memenuhi. Dan dalam bahasa asalnya dari perkataan itu dapat 

terbentuk kata benda administatio dan kata sifat administrativus. Perkataan itu 

masuk kedalam bahasa Inggris menjadi administration yang lebih banyak dikenal 

oleh para ilmuwan dan praktisi sekarang ini. Administrasi memiliki beberapa 

pengertian, diantaranya : 

Menurut Simon dalam Darmanto: 2008, “Administrasi adalah kegiatan 

dari kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan 

bersama.” 

“Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan 

pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan 

keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan 

dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini 

sebenarnya lebih tepat disebut tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas 
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adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan 

pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan 

sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, administrasi 

memiliki unsur - unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara 

terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan 

pemanfaatan berbagai sumber.” (Haryadi: 2009) 

Menurut Haryadi (2009) terdapat 5 (lima) jenis fungsi pendukung 

administrasi dalam perkantoran, yaitu sebagai berikut : 

1.  Fungsi rutin 

Yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal 

mencakup pengarsipan dan penggandaan. Biasanya fungsi ini dilaksanakan 

oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi 

sehari-hari. 

2.  Fungsi teknis 

Yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan 

keterampilan perkantoran yang memadai, seperti bisa menggunakan beberapa 

program aplikasi komputer. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf 

administrasi yang tergabung dalam departemen teknologi informasi. 

3.  Fungsi analis 

Yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai 

kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti membuat dan menganalisis 

laporan dan membuat keputusan pembelian. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh 

manajer yang bertanggung jawab men-support keputusan yang akan dibuat 

oleh atasannya. 
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4.  Fungsi interpersonal 

Yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar 

pengambilan keputusan, serta keterampilan yang berhubungan dengan orang 

lain, seperti mengoordinasikan tim proyek. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh 

staf administrasi sebagai jenjang karier sebelum naik menjadi manajer pada 

suatu organisasi. 

5.  Fungsi manajerial 

Yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan  pengorganisasian  pengukuran, 

dan pemotivasian, seperti pembuatan anggaran dan pengevaluasian karyawan. 

Biasanya fungsi ini dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. 

2.3  Pengadaan Barang / Jasa 

  Menurut Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 1, Pengadaan Barang jasa 

Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang jasa adalah 

kegiatan untuk memperoleh Barang jasa  oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan  

Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari 

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh Barang/Jasa. Dalam modul-modul ini selanjutnya akan disebut 

Perpres 70/2012. 

Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang jasa pemerintah 

dengan spesifikasi tertentu. Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan riwayat 

kebutuhan barang jasa yang telah lalu maka akan didapatkan daftar kebutuhan 

Barang jasa Pemerintah. Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  maka  diperlukan  

kegiatan  pengadaan  barang jasa pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana 
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cara pengadaan barang jasa tersebut sehingga pelaksanaan pengadaannya sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk  mengatur  proses  pengadaan  

ini  maka  Presiden  Republik  Indonesia  mengeluarkan Perpres 70/2012 yang 

dibuat didasarkan peraturan-peraturan yang terkait, yaitu dengan melalui 

swakelola atau melalui penyedia barang/jasa. 

Prinsip untuk melaksanakan pengadaan melalui penyedia barang / jasa 

dimulai dengan penentuan barang jasa yang hendak dikerjakan, perkiraan biaya 

pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan, identifikasi penyedia yang mampu 

melaksanakan, proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan 

kontrak dan pencairan. Dalam Perpres 70/2012 juga mengatur organisasi atau 

pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan, antara lain : Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 

Pengadaan (PP), dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). KPA adalah 

pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PPK adalah pejabat yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PP adalah personil yang ditunjuk 

untuk melaksanakan pengadaan langsung, dan PPHP adalah pejabat yang bertugas 

memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.  

2.4  Konsep Sistem Informasi 

 Menurut Muktahar dalam Donald Baik (2009:1), sistem adalah suatu 

entitas yang terdiri 2 atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Baridwan dalam Donald Baik (2009:1), sistem 

adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan 

disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu 
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kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Menurut Gerald (2009:1), sistem 

adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan 

suatu sasaran tertentu. Maksud dari suatu sistem adalah untuk mencapai suatu 

tujuan (goal) dan ada yang menyebutkan untuk mencapai suatu sasaran 

(objectives). Goal biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih sempit. 

Bila merupakan suatu sistem utama, seperti misalnya sistem bisnis, maka istilah 

goal lebih tepat diterapkan. Untuk sistem akuntansi atau sistem-sistem yang 

lainnya merupakan bagian atau subsistem dari sistem bisnis, maka istilah 

objectives yang lebih tepat.  

 Jadi tergantung dari ruang lingkup dari mana memandang sistem 

tersebut. Seringkali tujuan (goal) dan sasaran (objectives) digunakan bergantian 

dan tidak dibedakan (Hartono, 1999:2). 

 Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki 

arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat, jadi ada 

suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi dari input, proses, dan 

output. Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, 

sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Suatu sistem 

yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh, kerdil dan akhirnya 

berakhir. Dan informasi dapat didefinisikan sebagai suatu data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 

Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data merupakan raw material untuk 

suatu informasi. Perbedaan informasi dan data sangat relatif tergantung pada nilai 
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gunanya bagi manajemen yang memerlukan. Suatu informasi bagi level 

manajemen tertentu bisa menjadi data bagi manajemen level diatasnya, ataupun 

sebaliknya (Gerald, 2009:5). Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga 

hal, yaitu: 

a. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias 

atau menyesatkan. Akurat juga berati informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke 

penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat 

merubah atau merusak informasi tersebut. 

b. Tepat pada waktunya, berati informasi yang datang pada penerima tidak boleh 

terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. 

Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila 

pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. 

c. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda 

(Hartono, 1999:7). 

 Istilah sistem informasi menyiratkan suatu pengumpulan data yang 

terorganisasi beserta tatacara menyiratkan suatu maksud yang ingin dicapai 

dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun tatacara penggunaannya. 

Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur berdasarkan maksud 

pembuatannya tentu bergantung pada tiga faktor utama, yaitu keserasian dan mutu 

data, pengorganisasian data, dan tatacara penggunaannya (Notohadiprawiro, 

2009:1). Menurut Leitch dan Davis dalam Jogiyanto (2003:11), sistem informasi 

adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
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pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan. 

2.5 Analisis dan Perancangan Sistem 

Menurut Kristanto (2003:5), analisis sistem adalah seseorang yang 

mempunyai kemampuan untuk menganalisa sebuah sistem yang meliputi 

mempelajari masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan pemakai sistem. 

Untuk mencapai tujuan dari suatu sistem yang dibuat, dibutuhkan 3 perangkat 

atau alat yang dapat meningkatkan kinerja dari sebuah sistem sehingga tujuan dari 

sistem tersebut dapat dicapai. Tiga perangkat tersebut meliputi : perangkat keras, 

perangkat lunak dan perangkat manusia. Perangkat keras daat berupa komputer, 

sedangkan perangkat lunak adalah program. Sedangkan perangkat manusia dapat 

berupa manajer, analisis sistem, programer dan sebagainya. Dimana ketiga unsur 

tersebut bersama–sama membangun sistem yang efisien untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi pemakai sistem. 

Menurut Jogiyanto (2001:129) “Analisis sistem adalah penguraian dari 

suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan 

maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-

perbaikannya”. Berdasarkan penjelasan diatas, analisa sistem adalah sebuah tahap 

yang paling penting dalam suatu pemrograman dimana tahap ini untuk 

mengevaluasi permasalahan yang ada dan kendala-kendala yang dihadapi. Tahap 
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analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap 

desain sistem atau perancangan sistem.   

Menurut Kendall (2003:7), analisis sistem dilakukan dengan tujuan untuk 

dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan 

kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

Perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang 

utuh ke dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi 

terhadap kriteria yang ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah 

tersebut serta mengimplementasikan seluruh kebutuhan operasional dalam 

membangun aplikasi. 

Analisis dan Perancangan Sistem dipergunakan untuk menganalisis, 

merancang, dan mengimplementasikan peningkatan-peningkatan fungsi bisnis 

yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi. 

2.6  Konsep Dasar Basis Data 

2.6.1 Database 

Menurut Yuswanto (2005:2), database merupakan sekumpulan data yang 

berisi informasi yang saling berhubungan. Pengertian ini sangat berbeda antara 

database Relasional dan Non Relasional. Pada database Non Relasional, sebuah 

database hanya merupakan sebuah file. 

Menurut Marlinda (2004:1), database adalah suatu susunan/kumpulan 

data operasional lengkap dari suatu organisasi/perusahaan yang 

diorganisir/dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan 
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metode tertentu menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi 

optimal yang diperlukan pemakainya. 

Penyusunan satu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah 

pada penyusunan data yaitu redundansi dan inkonsistensi data, kesulitan 

pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user (banyak pemakai), 

masalah keamanan (security), masalah integrasi (kesatuan), dan masalah data 

independence (kebebasan data). 

2.6.2 Sistem Basis Data 

Menurut Marlinda (2004:1), sistem basis data adalah suatu                  

sistem menyusun dan mengelola record-record menggunakan komputer          

untuk menyimpan atau merekam serta memelihara dan operasional              

lengkap sebuah organisasi/perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi 

optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan. 

Pada sebuah sistem basis data terdapat komponen-komponen utama yaitu 

Perangkat Keras (Hardware), Sistem Operasi (Operating System), Basis Data 

(Database), Sistem (Aplikasi atau Perangkat Lunak) Pengelola Basis Data 

(DBMS), Pemakai (User), dan Aplikasi (Perangkat Lunak) lain (bersifat 

opsional). 

Keuntungan sistem basis data adalah:  

1. Mengurangi kerangkapan data, yaitu data yang sama disimpan dalam berkas 

data yang berbeda-beda sehingga update dilakukan berulang-ulang. 

2. Mencegah ketidak konsistenan. 

3. Keamanan data dapat terjaga, yaitu data dapat dilindungi dari pemakai yang 

tidak berwenang. 
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4. Integritas dapat dipertahankan. 

5. Data dapat dipergunakan bersama-sama. 

6. Menyediakan recovery. 

7. Memudahkan penerapan standarisasi. 

8. Data bersifat mandiri (data independence). 

9. Keterpaduan data terjaga, memelihara keterpaduan data berarti data harus 

akurat. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pengontrolan kerangkapan 

data dan pemeliharaan keselarasan data. 

Kerugian sistem basis data adalah: 

1. Diperlukan tempat penyimpanan yang besar. 

2. Diperlukan tenaga yang terampil dalam mengolah data. 

3. Perangkat lunaknya mahal. 

Kerusakan sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. 

2.6.3 Database Management System 

Menurut Marlinda (2004:6), Database Management System (DBMS) 

merupakan kumpulan file yang saling berkaitan dan program untuk pengelolanya. 

Basis Data adalah kumpulan datanya, sedang program pengelolanya berdiri 

sendiri dalam suatu paket program yang komersial untuk membaca data, 

menghapus data, dan melaporkan data dalam basis data. 

Bahasa-bahasa yang terdapat dalam DBMS adalah: 

1. Data Definition Language (DDL) 

Pola skema basis data dispesifikasikan dengan satu set definisi yang 

diekspresikan dengan satu bahasa khusus yang disebut DDL. Hasil kompilasi 
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perintah DDL adalah satu set tabel yang disimpan di dalam file khusus yang 

disebut data dictionary/directory. 

2. Data Manipulation Language (DML) 

Bahasa yang memperbolehkan pemakai mengakses atau memanipulasi data 

sebagai yang diorganisasikan sebelumnya model data yang tepat. 

3. Query 

Pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Merupakan bagian 

DML yang digunakan untuk pengambilan informasi. 

DBMS memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Data Definition 

DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data. 

2. Data Manipulation 

DBMS harus dapat menangani permintaan-permintaan dari pemakai untuk 

mengakses data. 

3.  Data Security dan Integrity 

DBMS dapat memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh 

DBA. 

4.  Data Recovery dan Concurrency 

DBMS harus dapat menangani kegagalan-kegagalan pengaksesan basis data 

yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan disk, dan sebagainya. 

DBMS harus dapat mengontrol pengaksesan data yang konkuren yaitu bila  

satu data diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai pada saat 

yang bersamaan. 
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5. Data Dictionary 

DBMS harus menyediakan data  dictionary. 

 

 


